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Abstrak

Global warming has become a critical issue, prompting the Indonesian Ulema
Council (MUI) to issue Fatwa No. 86 of 2023 as a moral guideline for Muslims in
environmental stewardship. This study aims to analyze the dissemination and
implementation of the fatwa among Indonesian Muslims using a qualitative
approach based on literature and secondary data. Findings reveal that social media
is the main dissemination channel, although public understanding remains limited.
Implementation is evident in initiatives such as the Ecomasjid movement in Bantul
and eco-pesantren programs in several regions. In conclusion, the fatwa has strong
potential to foster eco-friendly behavior but requires infrastructure support,
simplified education, and cross-sector collaboration.
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Pemanasan global menjadi isu krusial yang mendorong Majelis Ulama Indonesia
(MUI) menerbitkan Fatwa No. 86 Tahun 2023 sebagai pedoman moral umat Islam
dalam menjaga lingkungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis diseminasi dan
implementasi fatwa tersebut di masyarakat Muslim Indonesia melalui studi
kualitatif berbasis literatur dan data sekunder. Hasil menunjukkan media sosial
efektif sebagai saluran utama penyebaran, meski pemahaman masyarakat masih
terbatas. Implementasi tampak pada gerakan Ecomasjid di Bantul dan program eco-
pesantren di berbagai wilayah. Kesimpulannya, fatwa ini berpotensi mendorong
perilaku ramah lingkungan, namun membutuhkan dukungan infrastruktur, edukasi
sederhana, dan kolaborasi lintas pihak.
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Pendahuluan

Pemanasan global menjadi isu lingkungan yang mendesak, mendorong
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan Fatwa No. 86 Tahun 2023 sebagai
pedoman moral umat Islam dalam menjaga kelestarian alam (Madani & Rufaida,
2023). Fatwa ini menegaskan tanggung jawab keagamaan sekaligus etis dalam
mitigasi perubahan iklim.

Diseminasi fatwa dilakukan melalui media massa dan media sosial, seperti
Facebook, WhatsApp, dan Telegram, yang efektif menjangkau masyarakat luas dan
generasi muda. Fenomena meningkatnya pencarian dan topik trending pasca
penerbitan fatwa menunjukkan adanya perhatian publik terhadap isu lingkungan
(Eva et al., 2024; Rusli & Nurdin, 2022).

Namun, pemahaman masyarakat masih terbatas. Sebanyak 73% civitas
akademik menilai fatwa relevan, tetapi istilah teknis membuat masyarakat awam
kesulitan memahami isinya (Soumena, 2024; Umar & Ardi, 2022). Oleh karena itu,
diperlukan komunikasi sederhana dan edukasi aplikatif agar fatwa ini benar-benar

mendorong perilaku ramah lingkungan di kalangan umat Islam.

Kajian Teori

Fatwa MUI tentang pemanasan global sejalan dengan kerangka maqasid al-
shari‘ah yang menekankan hifz al-bi’ah (pemeliharaan lingkungan) sebagai bagian
dari kemaslahatan umum. Al-Syathibi dalam al-Muwafagat menegaskan bahwa
syariat hadir untuk menjaga kemaslahatan dan menolak kerusakan (mafsadah),
termasuk kerusakan ekologis. Pandangan ini diperkuat Al-Baghawi dalam Ma ‘alim
al-Tanzil, yang menafsirkan kerusakan alam sebagai akibat dari dosa manusia.
Dengan demikian, legitimasi keagamaan terhadap isu lingkungan memiliki
landasan kuat dalam khazanah Islam klasik.

Di sisi lain, penelitian kontemporer menyoroti pentingnya integrasi nilai
agama dalam mitigasi krisis iklim. Safei dan Himayaturohmah (2023) menekankan
peran pesantren dalam membentuk budaya ramah lingkungan, sementara Liu et al.
(2021) menunjukkan bahwa tata kelola limbah berdampak langsung pada

penurunan emisi karbon. Namun, keterbatasan literasi lingkungan dan resistensi



publik menunjukkan adanya celah penelitian, khususnya dalam menilai efektivitas
fatwa MUI sebagai instrumen perubahan perilaku ekologis di tingkat masyarakat

akar rumput.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi
literatur. Data diperoleh dari dokumen resmi fatwa MUI, artikel akademik, serta
laporan terkait program keagamaan berbasis lingkungan. Teknik pengumpulan data
dilakukan melalui telaah pustaka terhadap sumber sekunder yang relevan,
kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi pola diseminasi,
pemahaman, dan implementasi Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023. Analisis difokuskan
pada efektivitas media sosial, respons masyarakat, serta praktik nyata seperti

gerakan Ecomasjid dan eco-pesantren.

Hasil dan Pembahasan
1. Diseminasi dan Pemahaman Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 dalam Masyarakat
Muslim

Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 tentang pemanasan global merupakan
instrumen penting dalam meningkatkan kesadaran umat Islam terhadap isu
lingkungan. Fatwa ini tidak hanya berdasar pada pertimbangan ilmiah, tetapi juga
bersandar pada prinsip syariat yang menekankan pentingnya menjaga
kemaslahatan. Imam as-Syatibi dalam al-Muwafaqat menegaskan bahwa tujuan
syariat adalah menjaga kemaslahatan, dan setiap yang mengandung kerusakan
(mafsadah), termasuk merusak bumi, bukanlah bagian dari syariat. Pandangan ini
memperkuat legitimasi fatwa MUI, karena menjaga lingkungan sejalan dengan
magqasid al-shariah.

Dalam praktik diseminasi, MUI aktif menyosialisasikan fatwa ini melalui
media massa, media sosial, serta kerja sama dengan ormas Islam, pesantren, masjid,
dan pemerintah (Madani & Rufaida, 2023). Media sosial seperti Facebook,
WhatsApp, dan Telegram menjadi saluran utama karena efektif menjangkau

generasi muda, mempercepat penyebaran informasi, serta membuka ruang dialog



publik (Rusli & Nurdin, 2022). Fenomena trending topic pasca penerbitan fatwa,
meskipun lebih banyak terkait Fatwa No. 83 Tahun 2023, menunjukkan tingginya
perhatian publik terhadap isu lingkungan (Eva et al., 2024). Hal ini menegaskan
bahwa media digital memiliki peran strategis dalam memperluas jangkauan pesan
keagamaan.

Namun, diseminasi fatwa ini menghadapi tantangan. Kritik muncul dari
sebagian masyarakat yang menilai isu pemanasan global terlalu teknis dan kurang
relevan dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, resistensi juga terjadi terkait
kebijakan lingkungan yang dianggap kontroversial. Kendati demikian, MUI
menegaskan bahwa fatwa ini melalui kajian mendalam yang mempertimbangkan
aspek agama, ilmiah, dan sosial, sehingga tetap memiliki legitimasi kuat (Madani
& Rufaida, 2023).

Tantangan lain adalah keterbatasan pemahaman masyarakat. Studi
menunjukkan 73% civitas akademik keagamaan mengakui relevansi fatwa, tetapi
masyarakat awam masih kesulitan memahami istilah teknis yang digunakan (Umar
& Ardi, 2022). Kompleksitas bahasa menjadi penghalang sehingga isi fatwa tidak
sepenuhnya dipahami (Soumena, 2024). Oleh karena itu, strategi komunikasi yang
sederhana diperlukan, misalnya melalui pengajian tematik, khutbah Jumat, atau
kajian lingkungan berbasis Islam. Dengan cara ini, fatwa dapat dipahami lebih
mudah dan mendorong perubahan perilaku nyata dalam masyarakat Muslim.

2. Implementasi Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 dalam Kehidupan Sehari-hari
Masyarakat Muslim

Implementasi Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 menekankan bahwa menjaga
lingkungan adalah bagian dari amanah manusia sebagai khalifah fil-ardh. Al-
Qur’an mengingatkan dalam QS. Al-Rum: 41 bahwa kerusakan di darat dan laut
terjadi akibat ulah manusia, sebagai peringatan agar mereka kembali ke jalan yang
benar. Al-Baghawi dalam Ma ‘alim at-Tanzil menjelaskan bahwa kerusakan (fasad)
ini muncul karena dosa dan kezhaliman manusia, termasuk merusak keseimbangan
alam.

Sejumlah praktik nyata telah muncul sebagai wujud implementasi fatwa. Di

tingkat lokal, Masjid An-Nur di Bantul melalui gerakan Ecomasjid mengganti



kemasan plastik dengan wadah bambu (besek) dan menyelenggarakan pelatihan
pemilahan sampah (Rukmana, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa masjid dapat
menjadi pusat edukasi lingkungan berbasis ajaran Islam. Pada level pendidikan,
program eco-pesantren berkembang di lebih dari 60 pesantren di Indonesia, dengan
Pondok Pesantren Daarut Tauhid sebagai model percontohan (Junianto et al., 2025).
Implementasi serupa juga ada di Pesantren Al Ittifaq (Jawa Barat), Assalaam
(Sulawesi Utara), Nurul Haramain NW Lombok, An-Nur 2 Malang, dan Malahayati
Bandar Lampung (Safei & Himayaturohmah, 2023). Studi di Lombok mencatat
65% pesantren telah memiliki kebijakan ramah lingkungan, meski pengembangan
kurikulum dan infrastruktur masih terbatas (Nawawi et al., 2024).

Selain praktik lokal, perspektif global juga memberi pelajaran penting.
Perdagangan limbah plastik untuk daur ulang di Tiongkok berhasil menurunkan
emisi CO:ze secara signifikan selama 25 tahun terakhir (Liu et al., 2021). Contoh ini
memperlihatkan bahwa tata kelola limbah yang sistematis dapat menekan emisi,
dan pendekatan serupa dapat diadaptasi di Indonesia.

Implementasi fatwa juga sejalan dengan nilai ekologis yang diajarkan hadis.
Dalam Shahih al-Bukhari disebutkan: “Barang siapa menanam pohon atau
menabur benih, lalu burung atau manusia atau hewan memakannya, maka itu
baginya sedekah” (HR. al-Bukhari, No. 2320). Hadis ini menegaskan bahwa
menanam pohon tidak hanya bernilai ekologis tetapi juga ibadah. Dengan demikian,
fatwa lingkungan menempatkan aksi ramah lingkungan sebagai amal shalih yang
berpahala.

Meski demikian, implementasi fatwa menghadapi hambatan, terutama
keterbatasan infrastruktur, ketidakmerataan akses informasi, dan rendahnya literasi
lingkungan di kalangan masyarakat awam. Hal ini menimbulkan kesenjangan
antara semangat fatwa dan realitas lapangan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi
edukasi yang sederhana, penguatan infrastruktur, serta kolaborasi antara
masyarakat, lembaga keagamaan, dan pemerintah.

Dengan demikian, Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 berpotensi besar
mendorong perubahan perilaku ramah lingkungan di masyarakat Muslim

Indonesia. Akan tetapi, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada



kesadaran kolektif, dukungan lintas sektor, serta penguatan pesan keagamaan yang

menekankan bahwa menjaga alam adalah bagian integral dari syariat Islam.

Kesimpulan

Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 tentang pemanasan global memiliki peran
strategis dalam membangun kesadaran umat Islam terhadap tanggung jawab
menjaga lingkungan. Diseminasi melalui media sosial, ormas, pesantren, dan
masjid menunjukkan efektivitasnya, meskipun masih terdapat kendala berupa
resistensi masyarakat, keterbatasan pemahaman, dan kompleksitas bahasa.
Implementasi fatwa terlihat dalam praktik nyata seperti gerakan Ecomasjid dan
program eco-pesantren, yang selaras dengan prinsip syariat, ayat Al-Qur’an, serta
hadis tentang merawat alam. Temuan ini menegaskan bahwa fatwa mampu
mendorong perilaku ramah lingkungan apabila ditopang komunikasi sederhana,
dukungan infrastruktur, dan kolaborasi lintas sektor. Manfaatnya bukan hanya
sebagai pedoman normatif, tetapi juga kontribusi praktis bagi mitigasi perubahan
iklim. Untuk langkah ke depan, kajian lebih lanjut mengenai efektivitas
implementasi fatwa di berbagai daerah diperlukan guna memperkuat peran agama

dalam pelestarian lingkungan.
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